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ABSTRACT
In 2019, the General Election Commission (KPU) implemented a new system in a democratic party, namely concurrent general elections (pemilu), which means that the public can hold parliamentary elections (Pileg) and presidential election (Pilpres) at the same time in April. 17, 2019. Concurrent elections in 2019 have become a form of democratic party as well as an attempt to strengthen the presidential system in Indonesia, as presidential and vice-presidential candidates are no bound to establish the presidential threshold mechanism. As the title mentioned by the author, this documentary research paper aims to describe the 2019 concurrent elections probably can influence the presidential system in Indonesia by gathering opinions. knowledge from a number of books and articles that raise discussions regarding general elections and the presidential system.
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1. Pendahuluan

Pada tahun 2019, Indonesia memperkenalkan sistem pemilihan umum (PEMILU) dengan teknis pelaksanaan yang baru, yaitu pemilihan secara serentak antara pileg (pemilihan legislative) dengan pilpres (pemilihan presiden dan wakil presiden), pernyataan ini diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan pemilu serentak. tertuang pada Nomor 14/PUU-11/2013 tentang pemilihan umum dengan tujuan untuk menghemat anggaran negara, namun ternyata memiliki efek lain bertentangan dengan sistem presidensial, dimana (Sarundajang, 2012) sistem presidensial memposisikan lembaga legislatif di tempat yang sama dengan Lembaga eksekutif.

Presiden Indonesia, dimana dalam fungsinya sebagai kepala negara dan pemerintah eksekutif memiliki hak prerogative memilih Menteri sekaligus mengangkatnya sebagai pembantu presiden. Menteri yang merupakan pembantu presiden tidak terikat tangung jawab kepada  Lembaga legislative (DPR) seperti sistem pemerintahan parlementer. Tetapi meninggalkan tanggung jawab kepada presiden untuk memilih dan mengangkatnya dan sebaliknya. ambang batas proporsi partai politik di parlemen akan mempengaruhi partai mana yang memiliki kewenangan untuk mengusung calon presiden beserta wakil presiden, yang akan terlihat jika pemilihan legislatif diadakan terlebih dahulu. Pada artikel ini, peneliti akan memaparkan hasil analisis dugaan awal bahwa Pilkada serentak 2019 akan mempengaruhi sistem presidensial.
Rumusan masalah

Masalah yang menjadi topik bahasan dalam makalah ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pemilu serentak memiliki pengaruh terhadap penguatan sistem presidensial di Indonesia?

Tujuan

Penelitian ini dilakukan dengan maksud/tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menentukan pengaruh pemilu serentak terhadap system presidensial
2. Untuk dijadikan sumber data bagi penelitian serupa
Manfaat


Peneliti berharap penelitian ini mampu memberi manfaat bagi banyak kalangan akademisi sebagai sumber data dan hasil penelitian yang akan dikembangkan lebih lanjut nantinya, secara pribadi artikel Laporan ini juga bermanfaat bagi peneliti sebagai bahan review untuk penelitian selanjutnya.
Teori Kekuasaan Logemann


Logemann menyatakan terdapat fungsi kekuasaan negara yang ia bagi menjadi 5  bidang, fungsi, yaitu pertama fungsi legislatif (fungsi sebagai pembua undang-undang); fungsi penegakan hukum (law enforcement function); fungsi pemerintah (fungsi tertentu); fungsi kepolisian (untuk menjaga masyarakat agar tertib, melaksanakan penyidikan sekaligus interogasi); terakhir yaitu fungsi yudisial (untuk mengadili pelanggar hukum). Lebih jelas lagi Sunarto dalam makalahnya menjelaskan fungsi kekuasaan negara yaitu tentang prinsip checks and balances.

Asas konstitusi, yang mengatur kekuasaan Lembaga legislatif, Lembaga eksekutif, maupun yudikatif harus dengan asas yang setara, mengontrol dan mengawasi satu sama lain. Kekuasaan negara sebagai sumber kekuasan harrus dapat dikontrol, dibatasi, dan dikendalikan semaksimal mungkin, untuk mencegah dan memperbaiki penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik atau mereka yang memegang jabatan di lembaga negara (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Konsep sistem negara dan  pemerintahan di Indonesia, jika dianalisis dengan teori di atas maka Indonesia memiliki konsep dengan sistem pemerintahan yang sangat dekat dengan pemikiran Montesqieu dan John Locke tentang politik, yang mengusulkan idenya dalam berbagi jenis kekuasaan. Kesimpulan dari pemikiran Montesqieu tentang politik adalah untuk menghindari kekuasaan yang terpusat utntuk menghindari kekuasaan lembaga yang mutlak, karena kekuasaan harus dipisahkan. 

Montesqieu berusaha untuk membuat konsep di mana kekuasaan negara dipisahkan menjadi tiga bentuk kekuasaan yang sudah dianut oleh Indonesia, yaitu kekuasaan lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Meskipun ide tentang pemisahan kekasaan ini bukanlah hal yang baru karena sebelumnya telah dibahas oleh J. J. Rousseau dan John Locke. Namun beberapa dari pembahasan antara Montesqieu dengan Rousseau dan Locke adalah perbedaan pemahaman dengan penekanan pada kekuasaan ketiga institusi. Proses checks and balances power dalam negara yang menganut sistem demokrasi merupakan suatu keharusan. Penyamaan kekuasaan dari berbagai lembaga, khusunya tiga lembaga seperti eksekutif, legislative dan yudikatif adalah untuk menghindari adanya kesewenang-wenangan kekuasaan oleh seseorang maupun setingkat suatu instansi tertentu, Sekaligus juga untuk menghindari kekuasaan yang terpusat pada satu orang maupun instansi tertentu saja, mekanisme instansi negara dengan pembagian kekuasaan akan menciptakan lembaga yang saling mengawasi dan adanya kontrol bahkan lembaga – lembaga ini dapat melengkapi satu sama lain (Afan Gaffar, 2006).
Presidensial


Sistem presidensial menempatkan presiden sebagai eksekutif dengan kekuasaan besar yang kuat, sebagai kepala negara, presiden memiliki wewenang untuk mengatur dan mengetuai kabinet (Syafiie, 2011) seperti sekarang ini ketika presiden memimpin negara dengan bantuan para Menteri disetiap kementrinan yang memiliki kekuasaan masing-masing terhadap kebijakan. Dengan demikian, agar tidak terciptanya pemerintah dengan gaya diktaktor maka proses checks and balances antar lembaga seperti eksekutif, legislatef dan yudikatif harus berjalan dengan baik, kegiatan ini disebut sebagai control power by power.


Sarundajang juga menyampaikan konsep serupa, di mana sistem presidensial yang memposisikan presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar, mengingat posisinya sebagai kepala negara sekaligus kepala eksekutif (Sarundajang, 2012). Presiden yang tidak dipilih oleh DPR memiliki posisi yang setara, sehingga DPR dan Presiden serta Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat pada pemilihan umum. Dengan demikian, presiden tidak memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab langsung kepada parlemen, sehingga parlemen tidak memiliki kekuasaan untuk menggulingkan presiden dan kabinetnya. Begitu pula sebaliknya, presiden yang walaupun merupakan jabatan tertinggi eksekutif, tidak memiliki kuasa untuk membubarkan parlemen (DPR). Kedua institusi negara hanya bisa menjalankan fungsinya sesuai ketentuan yang telah disepakati konstitusi hingga masa jabatan semua instansi ini berakhir. Selanjutnya Sarundajang mengemukakan bahwa eksekutif dan legislative memiliki penempatan yang sama dalam negara yang menganut sistem presidensial (Sarundajang, 2012).


C.F. Strong melihat sistem presidensial dimana presiden sekaligus kepala negara mampu memilih Menteri yang tidak bertanggung jawab terhadap parelmen menyebutnya sebagai non-parlemen (non-parlementary) atau eksekutif yang ditingkatkan (fixed executive) pemerintahan. Sedangkan R. Kranenburg dalam Teori Politiknya menyebut bahwa pemerintah dan perwakilan rakyat (legislative harus terdapat pemisah kekuasaan (Mariana, Paskalina, & Yuningsih, 2007). Oleh karena itu, muncul  tiga istilah penting untuk memisahkan kekuasaan yang terdapat pada negara sistem presidensial yaitu:
1. Presidential type of government (pemerintahan yang menggunakan tipe presidensiil).

2. Non parliamentary (non parlementer) atau fixed executive (jabatan eksekutif yang pasti).

3. Separation of power (sistem pemisahan kekuasaan).

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis kuantitatif

Lokasi dan Waktu


Lokasi yang diambil adalah Provinsi Bali dan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan April tahun 2020
Populasi dan sampel


Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Provinsi Bali. Dimana masyarakat telah melakukan pemilihan pada pemilu serentak 2019. Sampel penelitian ini terdapat 100 orang dengan rincian sebagai berikut:

a. Tempat DPT/DPTb/DPK
: 

- Kota Denpasar (54 orang)

- Kabupaten Badung (20 orang)

- Kabupaten Gianyar (10 orang)

- Kabupaten Tabanan (4 orang)

- Kabupaten Karangasem (4 orang)

- Kabupaten Jembrana (3 orang)

- Kabupaten Buleleng (3 orang)

- Kabupaten Bangli (2 orang)

b. Umur
:

- 95 orang responden yang berumur 17 (tujuh belas) tahun – 25 (dua puluh lima) tahun
- 2 orang responden yang berumur 26 (dua puluh enam) tahun – 35 (tiga puluh lima) tahun
- 3 rang responden yang berumur 36 (tiga puluh enam) tahun – 45 (empat puluh lima) tahun
3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara membagi kuesioner website google form melalui aplikasi media sosial line secara acak kepada masyarakat Provinsi Bali yang telah memilih dalam pemilu serentak 2019.

Pengolahan Data


Data yang terkumpul kemudian diuji reliabilitas, validitas dan regresi melalui aplikasi IBM SPSS Statistic versi 25.

Penyajian Data


Data disajikan dengan berbentuk tabel dan penjelasan deskriptif.

4. Pembahasan Validitas dan Reliabilitas

	NO
	VARIABEL
	PEARSON PRODUCT
	KETERANGAN
V= Valid

	1
	Y1
	O,685**
	V

	2
	Y2
	O,569**
	V

	3
	Y3
	O,431**
	V

	4
	Y4
	O,374**
	V

	5
	Y5
	O,485**
	V

	6
	Y6
	O,345**
	V

	7
	Y7
	O,630**
	V

	8
	Y8
	O,578**
	V

	9
	Y9
	O,631**
	V

	10
	Y10
	O,654**
	V

	11
	Y11
	O,562**
	V

	12
	Y12
	O.536**
	V

	13
	Y13
	O,573**
	V

	14
	Y14
	O,491**
	V

	15
	Y15
	O,647**
	V


Variabel Y (Penguatan Sistem Presidensial)

1. Variabel Y peneliti menggunakan r tabel dengan sigfnifikan sebesar 1% (**) dengan N(Responden)100= 0,256 dan signifikan sebesar 5% (*) dengan N100= 0,195. Setelah di uji dengan SPPS ditemukan bahwa 15 butir pernyataan variabel Y valid yang dinyatakan dengan r hitung>r tabel.

2. Realibilitas Variabel Y dinyatakan dengan cronbach’s alpha sebesar 0,872
Reliability Statistics


	No.
	VARIABEL
	PEARSON PRODUCT
	KETERANGAN
V=Valid

	1
	X1
	O,415**
	V

	2
	X2
	O,338**
	V

	3
	X3
	O,359**
	V

	4
	X4
	O,364**
	V

	5
	X5
	O,367**
	V

	6
	X6
	O,651**
	V

	7
	X7
	O,623**
	V

	8
	X8
	O,710**
	V

	9
	X9
	O,712**
	V

	10
	X10
	O,592**
	V

	11
	X11
	O,480**
	V

	12
	X12
	O,585**
	V

	13
	X13
	O,640**
	V

	14
	X14
	O,598**
	V

	15
	X15
	O,609**
	V

	16
	X16
	O,675**
	V

	17
	X17
	O,658**
	V

	18
	X18
	O,544**
	V

	19
	X19
	O,631**
	V

	20
	X20
	O,695**
	V


Variabel X (Pemilu Serentak)

1. Variabel X peneliti menggunakan r tabel dengan sigfnifikan sebesar 1% (**) dengan N(Responden)100= 0,256 dan signifikan sebesar 5% (*) dengan N100= 0,195. Setelah di uji dengan SPPS ditemukan bahwa 20 butir pernyataan variabel X valid yang dinyatakan dengan r hitung>r tabel.

2. Realibilitas Variabel X dinyatakan dengan cronbach’s alpha sebesar 0,900.

Reliability Statistics


Normalitas

Tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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Tabel output di atas, dapat ditentukan nilai signifikansi sejumlah 0,200 di mana nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data penelitian berdistribsi dengan normal jika dilihat sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas kolmogorov-smirnov .
Tabel Variables Entered/Removed

[image: image2.emf]Variables   Model   Entered  Variables   Removed    Method  

1  Pemilu b  .  Enter  

 


Tabel di atas menjelaskan bahwa variable Pemilu atay variabel yang dimasukkan adalah sebagai prediktor dan metode yang digunakan yaitu metode Enter

Tabel Model Summary

[image: image3.emf]      Mod   el   R    R   Squar   e    Adjusted   R   Square  Std.   Error of   the   Estimate  

1  ,030 a  ,001  - ,076  31,70900  

 


Dari output data di atas dapat ditentukan koefisien determinasi (R2) mencapai angka 0,001 yang dimengeri sebagai pengaruh variabel bebas (Pemilu) memiliki keterikatan sebesar 0,1% terhadap variable terikat (Presidensial) adalah .

Tabel Anova

[image: image4.emf]Model   Sum of   Squares  df  Mean   Square  F  Sig.  

1  Regression  11,945  1  11,945  ,012  ,915 b  

Residual  13070,988  13  1005,461    

Total  13082,933  14     

 


Output diatas menunjukkan F hitung sebesar 0,012 dan tingkat signifikansinya sebesar 0,915 maka variabel Y dapat menggunakan model regresi untuk diprediksi.

Tabel Koefisien
[image: image5.emf]  Unstandardized   Coefficients  Standardize d   Coefficients   Beta        t        Sig.  

Model   B  Std.   Error  

1  (Constant)  404,800  96,986   4,174  ,001  

Pemilu  - ,025  ,233  - ,030  - ,109  ,915  

 


Pada tabel ini, bagian kolom bagian B yaitu Constant (a) = 404,800 dan score Pemilu (b) = -0,025 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis Y= a + Bx atau 404,800 – 0,025X sehingga dinyatakan bahwa :

1. Konstanta yang ditampilkan adalah 404,800 dapat dinyatakan jika tidak ada variabl Pemilu maka variabel Presidensial sebesar 404,800.

2. Koefisien regresi X adalah -0,025 yang diatikan bahwa setiap 1 nilai penambahan Pemilu, maka nilai Pemilu berkurang sebesar 0,025.

Tabel Statistik Residual

[image: image6.emf]Minimum  Maximum  Mean  Std.   Deviation  N  

Predicted   Value  393,0446  396,8023  394,2667  ,92370  15  

Residual  - 33,10115  67,88906  ,00000  30,55556  15  

Std.   Predicted   Value  - 1,323  2,745  ,000  1,000  15  

Std.   Residual  - 1,044  2,141  ,000  ,964  15  

 


Kesimpulan

Pengolahan data menggunakan SPSS dalam penelitian ini  disimpulkan bahwa H1 ditolak sehingga H0 diterima dengan bunyi pemilihan umum atau pemilu serentak 2019 tidak berpengaruh sistem presidensial Indonesia.
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